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<b>ABSTRAK</b>

Latar belakang penelitian ini menanggapi tingginya angka kerugian yang dialami akibat maraknya praktek
illegal fishing di wilayah perairan Indonesia. Peran Pemerintah melalui Badan Koordinasi Keamanan Laut
bertugas mengkoordinasikan kegiatan dan pelaksanaan tugas di bidang keamanan laut yang meliputi
kegiatan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan
Indonesia dianggap belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya kuantitas pelanggaran illegal
fishing dibandingkan dengan jenis pelanggaran lainnya, berdasarkan data Badan Keamanan Laut selama
kurun periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya praktek illegal fishing, mengetahui peran
Bakorkamla sebagai koordinator instans terkait dalam melakukan pengawasan terhadap praktek illegal
fishing, serta bagaimana upaya ke depan Bakamla untuk mengatasi pelanggaran di laut kKhususnya praktek
illegal fishing dalam rangka mendukung ketahanan nasional.

Penelitian kualitatif ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan cara studi pustaka, dan wawancara
mendalam.

Hasil penelitian menunjukan kurangnya pengawasan dari instansi yang berwenang sebagai faktor penyebab
tingginya pelanggaran illegal fishing di Indonesia, yang dilandasi oleh kurangnya koordinasi yang dilakukan
antar instansi yang berwenang pada perkaraillegal fishing. Peran Bakorkamla dalam upaya pengawasan
terhadap praktek illegal fishing belum maksimal dilakukan, dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana
untuk melakukan pengawasan di laut, serta peran sebagal koordinator yang tidak dapat dilakukan secara
maksimal oleh Bakorkamla yang dikarenakan masih tingginya ego sektoral dari instansi terkait yang
seharusnya dapat di koordinasikan. Upaya ke depan Bakamla untuk mengatasi permasalahan di laut,
khususnya pelanggaran illegal fishing yaitu mengkoordinasikan seluruh instansi yang terkait di laut untuk
melakukan pengawasan secara tersinergi, serta mengintegrasikan Pusat Komando dan Pengendalian
(Puskodal) yang dimiliki stakeholder kedalam BIIS (Bakamla Integrated |nformation System) agar seluruh
perangkat dari stakeholder yang ada dapat saling mengisi untuk mengawasi seluruh perairan Indonesia,
dalam rangka mendukung ketahanan nasional.

<hr><i><b>ABSTRACT</b>

The background of this research is to respond to the high number of losses due to rampant illegal fishing in
Indonesian waters. The Government Role through the Maritime Security Coordinating Board istasked to
coordinate the activities and the execution on the field of maritime security which includes guarding,
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surveillance, prevention, and enforcement to every law violations in Indonesia waters territorial that still
considered not optimal. This evidence showed from the high quantity of illegal fishing compared to other
types of offenses, according the data from Maritime Security Agency during the period January 1st to
December 31th, 2014.

The main purpose of the research is to determine the causes of illegal fishing, and to identify Bakorkamla
role as the coordinator from all the relevant agencies in conducting surveillance against illegal fishing, and
what effort that Bakamlawill have to do to handle the violation at the sea especially onillegal fishing
practices in order to support national resilience.

This qualitative research is using descriptive method of analisys from literature and in depth interviews.

The research results showed that there?s an oversight from the competent authority as the factor that is
causing the high violation of illegal fishing in Indonesia, which is based on the lack of coordination between
the authorized agencies on handling illegal fishing. Bakorkamlarole in efforts to supervise the practice of
illegal fishing is not maximized, due the lack of facilities and infrastructures to conduct surveillance at the
sea, also the role as coordinator can optimally done by Bakorkamla because of the high sectoral ego from
other relevant agencies wich should be coordinate as ateam. Bakamla future efforts to overcome the
problem at the sea, in particular violations of illegal fishing which isto coordinate all the involved
institutions on the sea to conduct surveillance in an intregated manner, as well as integrating Central
Command and Control (Puskodal) from all the stakeholdersinto BIIS (Bakamla Integrated Information
System). So al the devices from existing stakeholders can be complementary to oversee Indonesian waters,
in order to support national resilience.</i>



